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PENGANTAR PENULIS

Ketika ada polemik pro dan kontra tentang pen8ampunan pajak antara

pemerintah dengan pengusaha, memberikan motivasi penulis mencari

bahan untuk menulis topik ini dalam sebuah buku. Dari penelusuran

ternyata pemerintah lndonesiatelah melakukan kebijakan pengampunan

pajak selama 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 1964 dan 1983.

Meskipun penulis kesulitan memperoleh data yang akurat, yang

pasti tujuan pen8ampunan pajak yaitu meningkatkan penerimaan dari

sektor pajak, masih diragukan keberLasilarnya. Adanya kenaikan

penerimaan negara dari sektor pajak selama ini, belum dapat dihukikan
seiragai penSaruh atau akibat dari per.Bampunan. Bagi ysng kontra

pengampunan, kebijakan ini akan menimbulkan dampak negatit yaitu

ter)adinya moral hazard bagi masyarakat.

Tulisan dalam buku ini tidak mempunyai pretensi untuk men8uji

pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Buku ini hanya sekedar

untuk menambah bacaan di bidang perpaiakan, mengingal belum ada

!:uku yang khusus menulis tentang pengampunan pajak secara lengkap.

Harus disadari banyak aspek yar:g terkait den8an pengampunan pajak

misalnya ekonomi, sosiologis, psikologi, hukum dan sebagainya.

Demikian pula aspek hukum pun tidak hanya di bidang hurkum paiak

semata-mata tetapi juga menyentLrh bidang hukum pidana, hukum

administrasi dan juga hukum perdata. Mengingat keterbatasan penge-

tahua: penulis, tulisan dalam buku ini hanya sekedar rnemberikan sedikit

gambaran pelaksanaan pengampunan pajak yang telah diLakukan

lndonesia dan ditambah beberapa negara sebagai perbandingan.



Mudah-mudahan bLrku ini ada manfaatnya bagi semua pihak, atau

paling tidak memberikan inspirasi untuk melengkapi, mengoreksi atau

menulis buku yang lebih baik. Terakhir dalam kesempatan ini penulis
ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sdr. Koko yang telah

beberapa kali mengulang kembali menyusun diaft tulisan. iJcapan terima
kasih juga penulis sampaikan kepada PT. Rafika Aditama yang bersedia

menerbitkan buku ini

BandunB, September 201 2

Penulis.
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BAB 1
PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil
dan makmur, membutuhkan modalyang sangatbesar. Modal, baikdalam
bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya yang mempunyai nilai
ekonomit mempunyai peranan penting, minimal dalam 2 (dua)hal, yaitu:
pertama, sebagai investasi dalam upaya meninqkatkan pertumbuhan
ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyat kedua, pertumbuhan
ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak.

Dengan demikian penanaman modal mempunyai kedudukan yang
strategis dalam kehidupan perekonomian negara, oleh karena itu diperlu-
kan peninBkatan penanaman modal sebagai salah satu sumber pem-
biayaan pembangunan.

Meskipun pajak bukan satu satunya faktor pendorong minat inves-
tasi,' akan tetapi sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara menjadi
penimbangan sendiri ba8i investor untuk memilih negara mana yang
akan dijadikan tempat investasi. Pengenaan pajak yang relatif kec,l atau
pembebasan pajak pada suatu negara (tax haven) menjadi menarik bagi
investor karena sudah menjadi gejala masyarakat di negara mana pun
orang cenderung untuk membayar pajak relatif kecil, bahkan mengelak

Arm da Alsyahbana, /Dsen,,/ Patak Sebagai Daya Taik lnv5tasi di lndonesia, Maka ah
d.lam S.minar Perpalakan, kerla rama lai Ce,.er Unpad den8a. Dnekbrat lendera
Paiak, Banduns, 6 September 2007.
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Euku ini m€mLi<arakan tentang Pengampunan p.iak (IrxAmr,6ry) s€bagai s.lah
tatu bentuk inseotif dalam upaya meningkatkan peneaimaan negara dan
meningkatkan kepatuhan wajib pai.k.
Di dal.mnya diuraik.n pengalaman pernerintah tndooesia menetaplcn l@brakan
pengampunan pajak pada tahun 1964, tahun 1984 dan kebijalan r"ng serupa
yaitu Suorl fo/i.y tahun 2m8, 5erG pengalaman di berbagi negata ya;g telah
menerapkan pengampunan pajak. Berdasa*an pengalaman b€berrF,a negaa,
drehsakanalalan, tujuao, modelatau b€nol inrentil larlan,ena ruang fndtup
obiek pengampunan pajak.
guku ini p€nting bagi maharhwa, praktiii, pemerhati (hukum) perpaiak n dan
Pejahat Adminirt ali/Fiskus serta Anggor. DpR ,eb.Bi l€mbag. neq.ra
pemb€ntuk undang-undang.

Penulis adalah doten t€tap pada Fakultat Huklm Unive6itas padjadjahn sejak
tahun.l984. Selain msgajar pada program Sarjana untut<maa tutiah ttutum Ca]at
dan Hukum Administrasi lJegara, penulit iug. flEngaiar pada proqram
Pa5catarjana dan Program StudiMagister Kenotariahn Fakultas Hukum unpaa
Pendidikan formal peoulis diperohh dari takultas Hukum tJnpad, dan Magsher
Hukum & Dohordiselegilrn pada almamateryang rama.
Euku yang permh diterbirk n bersama prol Or. H. Ro<hmat Soemino, SI. ( lm)
Pajak Bumi dan Eanguan EdisiReMsi.
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